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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 

 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 

kita semua. Sidang pada siang hari ini adalah sidang untuk Perkara 
Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 
107/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, serta Nomor 6/PUU-
XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden yang 
menurut catatan dari Kepaniteraan bahwa DPR ada surat pemberitahuan 
tidak bisa hadir karena bertepatan dengan agenda sidang yang telah 
ditentukan di DPR. Kemudian, Para Pemohon untuk enam perkara ini 
semuanya hadir, serta dari Kuasa Presiden menurut catatan dari Panitera 
hadir 6 menteri.  

Ini luar biasa, mungkin baru pertama kali dalam sejarah MK ini 
yang seharusnya adalah 9 menteri, tapi baru 6 yang confirmed hadir. 
Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih mengapresiasi atas 
kehadiran Bapak dan Ibu Menteri sebagai Kuasa dari Presiden.  

Perlu disampaikan bahwa ada surat permohonan dari Kuasa 
Presiden yang meminta supaya Kuasa Presiden bisa hadir secara luring 
dalam persidangan ini dengan beberapa pertimbangan, antara lain kalau 
dari pihak presiden … Kuasa Presiden diperkenankan hadir, maka Para 
Pemohon pun harus diperlakukan sama. Artinya hadir secara luring, 
termasuk DPR tentunya, dan itu berarti ruangan persidangan di MK 
sangat tidak memungkinkan dikaitkan dengan prokes covid sehingga 
kami memutuskan untuk menolak permohonan untuk hadir secara luring.  

Kemudian selanjutnya perlu disampaikan bahwa sidang hari ini 
adalah untuk mendengar keterangan dari DPR dan Presiden mengenai 
pengujian formil. Jadi yang dijawab atau yang dibahas dalam keterangan 
DPR dan Presiden terkait dengan proses pembentukan undang-undang 
yang diuji, jadi belum masuk ke pengujian materiil. Jadi sekali lagi, untuk 
sidang hari ini mohon nanti Kuasa Presiden hanya menyampaikan 
mengenai proses pembentukan undang-undang yang diuji.  

Karena DPR berhalangan, maka kami persilakan pada Kuasa 
Presiden untuk menyampaikan keterangan atau mungkin ada dari Yang 
Mulia Anggota Majelis untuk menyampaikan sesuatu? Ya, silakan, Yang 
Mulia Prof. Saldi. 

 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB 

KETUK PALU 3X 
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2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah 

dan Para Pemohon atau Kuasanya. Kami perlu menjelaskan bahwa 
Mahkamah sudah memutuskan memisah antara uji formil dengan uji 
materiil. Jadi sidang hari ini dengan beberapa rangkaian setelahnya itu 
hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil pembentukan 
Undang-Undang Cipta kerja. Karena kami sendiri dibatasi oleh waktu 
sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir ketika memutuskan 
kasus … apa … Undang-Undang KPK, uji formil ini akan diputus dalam 
waktu paling lama 60 hari kerja terhitung dari … kalau diputuskan itu 
dari diregistrasi, tapi karena ini tidak bisa dipenuhi itu, terhitung dari 
sidang kita hari ini. Jadi 60 hari kerja dari sekarang paling lama uji formiil 
akan diputus oleh Mahkamah. Dan oleh karena itu, kita perlu sampaikan 
sidang ini bisa dilaksankan, sangat mungkin dilaksanakan setiap minggu 
minimal 1 kali untuk penyelesaian … apa namanya ... permohonan uji 
formiil.  

Jadi, ada memang permohonan yang uji formil saja, ada 
permohonan yang bergabung uji formil dan uji materiil dan itu di-split, 
kita akan menilai uji formilnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita 
berharap Pemerintah pada persidangan penyampaian keterangan hari 
ini, itu menyampaikan keterangan terkait dengan proses formil 
pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, misalnya kalau 
berdasarkan bahan yang sudah sampai ke tangan kami di Mahkamah 
Konstitusi itu masih terpisah-pisah, kami tidak apa ... masih apa ... 
pemerintah bisa menyampaikan dan kalau mau menjadikannya sebagai 
satu kesatuan utuh, itu bisa kita lanjutkan di persidangan berikutnya. 
Nah, itu dan mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan hari ini 
karena masih terpisah-pisah, nanti akan ada juga tambahan-tambahan 
pertanyaan dari Majelis Hakim yang bisa melengkapi keterangan yang 
disampaikan pemerintah.  

Sederhananya, Pemerintah, mestinya keterangan karena ini 
menyangkut uji formil, prosesnya sama semua, jadi cukup dengan satu 
keterangan saja menggabungkan untuk setiap permohonan. Jadi, 
keterangan presiden dan keterangan DPR itu cukup dalam bentuk satu 
keterangan saja karena itu akan menjelaskan proses pembentukan 
Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari pengusulan, pembahasan, 
persetujuan bersama, kemudian pengesahan oleh presiden, dan proses 
pengundangan. Jadi, kami Mahkamah akan lebih banyak mendengar 
soal-soal keterpenuhan syarat formil dalam 5 tahapan pembentukan 
undang-undang itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, mulai dari pengusulan, kemudian 
pembahasan … pembahasan bersama, persetujuan bersama, kemudian 
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pengesahan oleh presiden, dan pengundangan sebagai tahap terakhir 
untuk diberlakukan kepada masyarakat luas.  

Jadi, itu mungkin yang bisa disampaikan semoga hari ini, ya … ya, 
kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari ini dirasa belum cukup 
untuk menjelaskan semuanya dan belum tergabung menjadi 1 naskah, 
Mahkamah juga tidak keberatan kalau misalnya pemerintah minta 
penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini. Terima 
kasih, Pak Ketua.  

 
3. KETUA: ANWAR USMAN  

 
 Ya, masih ada Prof Arief, silakan!  
 

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Bapak-Bapak, Para Menteri 

yang mewakili Pemerintah, Pemohon yang sangat saya hormati, ada Ibu 
Menteri juga. Yang perlu saya tambahkan apa yang sudah disampaikan 
oleh Prof Saldi, jadi masih dimungkinkan pihak pemerintah untuk 
melakukan konsolidasi dulu keterangan yang berhubungan dengan 
pengujian formil. Itu yang pertama.  

Kedua, juga perlu dikonsolidasikan bukti, jadi Pemerintah juga 
sudah menyampaikan kepada kami di Mahkamah bukti-bukti dari 
rencana ... mulai dari rencana Undang-Undang Cipta Kerja dan 
sebagainya ini, tapi belum terkonsolidasikan dengan baik. Oleh karena 
itu, pada kesempatan persidangan ini belum dapat disahkan. Oleh 
karena itu, kita minta dilakukan konsolidasi dari alat bukti ini. Itu yang 
pertama. Untuk lebih jelasnya nanti pihak pemerintah  bisa berhubungan 
dengan Kepaniteraan untuk melakukan konsolidasi bukti ini.  

Kemudian, yang kedua, nomor kode buktinya itu bukan T atau 
Termohon, tapi PK. Jadi, nanti dikonsolidasikan dengan nomor bukti, 
misalnya PK-1, PK-2, dan seterusnya sampai seluruh bukti itu ada 
labelling-nya. Jadi, harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Saya kira 
untuk pelaksanaan yang semacam ini saya lihat di dalam yang 
mendampingi, Bapak Menko dan Bapak, Ibu Menteri itu ada Dirjen 
Perundang-Undangan, saya kira itu sangat paham sekali bagaimana 
untuk mengkonsolidasikan bukti-bukti ini dan mengkonsolidasikan 
keterangan dalam pengujian formil. Terima kasih. Itu, Pak Ketua.  

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Baik, itu beberapa catatan tambahan dari Majelis. Selanjutnya, 
kami persilakan kepada Kuasa Presiden untuk menanggapi atau 
memberikan keterangan khusus yang terkait dengan uji formil. Nanti bisa 
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menunjuk dari salah seorang menteri apakah Menko atau Pak 
Menkumham. Silakan. 

 
6. PEMERINTAH: AIRLANGGA HARTARTO 

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam 

sejahtera untuk kita semua.  
 Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, dan Para 

Pemohon. Dalam persidangan secara daring ini yang hadir selaku Kuasa 
Presiden adalah saya sendiri Airlangga Hartarto, Menteri Kordinator 
Bidang Perekonomian. Dan juga hadir Bapak Yasonna H. Laoly, Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ibu Ida Fauziyah, Menteri 
Ketenagakerjaan. Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Bapak 
Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bapak Mochamad 
Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
Didampingi oleh penerima kuasa substitusi, yaitu Saudara Elen Setiadi, 
Staf Ahli Bidang Regulasi di Kantor Kementerian Perekonomian. Saudara 
Widodo Eka Cahyana, Dirjen PUU yang tadi disebut oleh Yang Mulia Pak 
Arief Hidayat. Kemudian, Bapak Saudara Anwar Sanusi, Sekjen 
Kementerian Ketenagakerjaan. Saudara Heru Pambudi, Sekjen 
Kementerian Keuangan. Saudara Zainal Fatah, Sekjen Kementerian 
PUPR. Dan turut hadir Sekretaris Kementerian Kordinator Bidang 
Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Dirjen 
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dirjen Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan.  

Dan, Yang Mulia, tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Yang 
Mulia beserta usulan ataupun pendapat dari Pak Hakim. Kami 
mengusulkan dan menerima saran-saran yang disampaikan tadi bahwa 
dengan agenda yang diagendakan untuk uji formil saja, maka tentu ada 
perbedaan daripada materi yang akan disampaikan oleh pemerintah 
dimana tadi disampaikan oleh tim yang terhormat Yang Mulia bahwa 
materi yang disampaikan pemerintah masih ada dua bagian, yaitu terkait 
dengan uji formal … uji formil dan uji materiil karena ini dalam Perkara 
Nomor 91, 103, 105, 107, 4, dan 6 ada hal yang mencampurkan antara 
uji formil dan uji materiil. Nah, untuk mengkonsolidasikan materiil sesuai 
dengan apa yang dimintakan termasuk untuk melengkapi berkas terkait 
dengan kodifikasi daripada bukti maka kami mohon kepada Yang Mulia 
agar Pemerintah diberikan waktu 1 minggu untuk penundaan sidang.  

 Demikian, Yang Mulia. Mohon arahan selanjutnya.  
 

7. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baik. Terima kasih, Pak Menko. Kalau begitu sidang ini kami tunda 

atau kita tunda hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 09.00 WIB dengan 
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agenda yang sama, yaitu mendengar keterangan DPR dan keterangan 
Presiden terkait dengan uji formil dari keenam perkara terkait. 

 Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 

 

 
 

 
Jakarta, 10 Juni 2021 
Panitera, 

   
                 
                ttd. 

  
     

Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB 
 

KETUK PALU 3X 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya. 
 


